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PERATURAN PEMERINTA!l PEPURLIK INDONESIA
NOMON 20  TANUN 199p
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PRESIDEN RIPUBLIK INDOMESIA,

Menimbang : a, bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hasjat
hidup orang bhnyuk, schingga perlu dipelihara kualitasnya
agar tetap Dbermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia
serta makhluk hidup lainnya;

: 0” b. bahwa agar air dapat bermanfoat secara berkelanjutan dengpran

s . ' tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan pengendulinn
' pencemaran air;

¢. bahwa schubungan dengan hal tersebut di atas dipundang

e T UL

¢ periu menetapkan Peraturan PMemerintah tentang Penprendalian
Pecemaran Air;

T

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nowmor 9 Tabun 1960 tentang Pokok-pokok Ke-
sehatan (Lenibaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Twnbuhan
Lembaran MNegara Nomor 2063):

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1066 tentang Hygione (Lem-
baran Negara Talwin 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 2084); '

1. Undang-undang Nowmor 11 Tahun 1974 tentang  Pengrairen
(Lembaran Negara Tubun 1974 Nomor 65, ‘LumbLahan Leabnran
i Negara Nomor 30446);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pukok Pe-
merintahan di Dacrah (Lemburan Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaren Nepgara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1082 tentang Ketentuan-keten-

: tuan "Pokok Pengelelaan Lingkungan llidup (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, Tamhahan Lembaran Negara Nomor
3215);

N 7. Undang~undnhp Nomoer § “I'nbun 1984 tentang Perindustrian
’ (Lembaran Negara Tabun 1984 Nomor 22, ‘Fambahon Lembaran

Nepgara Nomor 3274);

8. Undang-~ .,
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§. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perviksnan (loin-

baran Negara Tehun 1985 Nowor 46, Tambshan  Lemburan
Negara Momor 3299);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tehun 1982 tentang ‘Latn
Pengaturan Air  (Lembarsn Megara Tahun 1982 Nomor A7,
Tambahan Lembaran epara Nomor 3225);

10, Peraturan Pemerintech Nomor 20 Tahun 1986 tentang Anelicis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaren Negara Tahun 1984

Momor 42, Tambahan Lcowbaran Negara Momor 3338},

REMUTUSKAN

PERATURAN PEMEBRIN AN REPULLIL INDONESIA TENTANG VIE-
NGEMLALIAN PELCEMANAH AlRL,

LA 1
KETEMTUAN UMULI

I'asnl 1
Nalmn Peraturan Pemerininh ini yang dimnksud denpgan

1. Air adalah semua aiv yang terdapst di dalwn dan atag berasal
dari swuber air, dan lerdapat i sins permukann tanah, lidok
termasuk  dolnm penpertion i ndalnhe nir yang terdapat i

boawah permulann tanah don nir ot

2. Pencemnran air odulali masuknyn atau dimasukkannya makhiuk
hidup, zal, cnerpi, dun atau Bomponen lain ke dalam air oleh
Keginton munusing,  schingpn Waeditne wiy turun sompisl keting
kal tertentu yanpg menycbabkan air tidak berlungsi lagi sesual

dengan peruntultkannya;

3. Pengendalian adalah upayn pencegahan dan atau penangius

langan dan atau powulihan;g

4. Baku mutu air cdeinh bates otan keadar makhluk hidup, zat,
energi, atau kompoian lnin yeng adn atau havrus wdn dar nlsu
unsur pencemne yang dilenyging adanya dilem nir pauln oune
ber aiv tertentn seouani deppan peruantukannyn;

. Pobar L.,
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Beban pencemaran sadulah jumluh suatu parameter pencainalen

vung terkandung dalom sejumlah air atau lHmbeah;

Daya tampung bLeban pencemaran adnlah Kemampuan air pade
sunber air mencrima beban penceonmresn limbady tnnpn wenpalki-
batkan turunnya kualitas eir schinggs melewati baku mioty wir

yang ditetepkan scruai dengan peruntukannys;

Raoku mutu Limbab coir ndelaly batas kadar den juminh unsur

pencemar yunyg Jdilvspprang adiany s dalam limbeh  cair antuk

dibuang dari suatu jenis kepiatan tortentu:
Al L] 1]

Menteri adalah Rienteri yoany  ditugasi mengeloln Lingikunpan

hidup.

l!:"\lJ ].[

INVENTAERISASE KUALITAS AN KUANTITAS AIR

Gul

inv

ngendalian pencemnran air,

(1)

(2)

Pasal 2

wernur menunjuk ietansi teknis i daeraly untul cietbalaian

centarisasi kunlites o kuantitns wiv untuk kepentingn e

Pasal 3%

Gubcernur  Keponbe Doersh Tinpkot 1, menctapksn priovitas

pelaksanann inventarisasi kualitas dan kunntitas nir,

Apabila sumber abv berads ataou mengaliv melndui atou e -
pakan bLatas dari cdun atau lebih Propinsi 1-aerah Tingekot |,
prioritus  sebagaimann dimaksud  dalam ayat (1) ditetupkan
olehh Gubernur Kopale Boerah Tingkat T i bownh koordinusi

fentoeri.

Faunl o

b st Kualitos don bvantito: gie o usan oo dhdoloasend il en
pada instansi tekor yonp bectongpong joveab di bidiogs pes

tpeletaan linghungyeo hidup o daerah,

) s,
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Data Kualitas dan kuanlitas air sebapaimana dimaksud dalom
ayat (1) diotah olch instansi teknis yang bersanghkutan dun
laporminya disampuiben kepada Menteri dan Gubernur Kepala
Doacrah Tinghut 1T vung bersianpkutan, sckurang-kurangnya

seliali dalum sctahu.

Pasal §h

Gubernur Kepale Bocrah Tingkat | mengidentifikasi sumber-

sumber pencoemaran ain,
Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimann  dimaksud  dalam
avat (1), Gubernur Kepala Macrah Tingkat 1 yang bersang-

kutan menetapkan tindak lanjut penpendalinnnya,

Pasal 6

I'atn kunlitas dan kuaantitas air sobapeaimonn dimnkasad datnne rasal
{1

4 dipeliad sebagul

0.

dasnr pertimbangan peactopan peruntulian air dan baku muty

nir pada sumber oir yorgr borsanphlutang

dasar perhitungon daya luspung bheban pencemaran i puds

sumber air yuang telah ditetapkan peruntukannys;

dasar penilninn tiechal pencemnran aire,

LAD 1§l
FENGGOLORGAN Al

Puaad 7

(1) I'engpolonpan air wenurut peruntuliannya ditetapkan schagnd

herilkut

Gulongan A cSr yange dapnl o digunakan cebipnio e
minup:  secara Lingsung tonpn poengroluban
Lerbebih delialag

Colenpan B A yange dapel punakan sebegaoair heka

Hr N

Colonpan .
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wolonpan € : o ADr yang duapat digunakaen untuk keperluan

perikanan dan peternakan;

Colongan I oAIr yang dapal digunakan untulc heperiuen
pertanion, dan dapat dimesnfoatlkan untul
usnhin perkotaan,  industri,  pembanpkit

tistrik tenagra air,

6” (2) Dengan Peruturan Femerintal dupast ditetapken perlunsan pe-
manfaatun air di fuae pengrelongan ady scbhagaimane yunog te—-

lah ditetapkan dalam ayat (1},

Pasal 8§

(1) Ketetapan tentanp boku mutu air untuk golonpan air sebspai-
mana dimaksud datam Pasal 7 ditetapkan scbagaimana tercan-

tum dalem lampiran Fevaturvan Peoerintah ing,

(2) Dengan Peraluran Pancrintel dupat  diletaplkan pensogbahinn
parameter dan Lalu oatu uniuk parametey tersebut dulam

buku wutlu air sebopgelionnn dibmksud dalom eynt (1),

(3) Peniluian kualitas wir yang wenvangkut pavoneter yurp belum
@ tereantun dedam baku muwtu air sebagpaimana dinksud daolian
ayat (1) dilakukan dengan meraink kepada Tungrst dan gupe

pir sertn atoy kepaddn jibmu penpetahuan,

Pasal @

Metoda analisis untuk setinp paramcier bhaku mutu oir don bala

mutu Imbah cair ditetapkan oleh Menteri.
ool 10

(1) Gubernur Bepoeln Pacrealh Clieghel B orenclaplon

a, Peruntukan nir sesusi dengan penggolengan pir sebagei-
mana cdimaksud dalamr Pasal 7 oayet (1), keecuali kemudian

. ditentukaon loin oleh Menteri:

b, baika L,
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b. baku mutu abr uniuk peruntukan air menurut pengpo-

longun sebagaimunya dimaksud dalam huruf a.

(2) Peruntukan air dan baku muty air vang berada atau mengalir
nicialui ataw merupukan butu-:‘ dari dua aton lebih Propanei
Daerah Tingkat [ ditetapkan oleh pura Gubernur  Kepnis
Ducrah Tingkat [ vang beesungkutan di bawsh  koordinusi

Menteri,

(3) Peruntukan air den baku mutu wir pada sunber nir yang
herada di bawah wewenang pengeloluan suatu badan penpeloln
sebagaimana dimaksud dalum Undlang-undang Nomor 11 Tabun
1974 tentong ‘l‘ongnir‘r-l- ditetapkan oleh Menteri yang ber-

tanppung  jnwab  di bidaige pongairan setelaly bevrkonsultaei

dengan Menteri,

Pasai 11

Apabila kualitas air lebibh vendoah dori kualitas sir menurut  pgo-
longan yang telah ditetapkan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat |

menctapkan program peninpliatan kualitns aijr,

['penl )2

Apabila  kualitas air teloh emenuhi kualites menurut  penggo-
longannya sesuasi yung teleh ditetapkan, Gubernur Kepale Dacrsh
Tingkot 1 menctaplan program peningkatan penggolongnn perun-
tukannya,

DA IV
UPAYA IEHGEHDALIAN
Pasnl 13
(1) Pengendaliun pencentnran wir di ducrah dilakukan olebh Gubor-
nur Kepala Daeruh Tingkat I,

(2) Pengendalinn pencemnran air pada sumber air yang berada di
atimy mengaliv melalul wilnysh lebih dari satu Propinsi Dacirah
Tingkuot | dilukukan obteh para Gubernur Kepola Pacrah Ting-
hat 1 yvang bersonphutan seteloh boerkonsultesi denpan Dente -

ri.

sl ta .,
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Pazal 14

Gubernur Kepala Dueruh Tingkat ! menentukan daya
beban pencemaran.,

tumpunge

Pasngl 15

(1) Nenteri setelah berkoisultasi dengan BMenteri lain dan atay
Pimpinan lemnbaga penerintah non-departemen yang bersang-
kutan menetapkan baku mutu Limbuh ceir.

(2) Untuk melindungi Kualitus  nir, Gubernur Kepula  Lucrah
Tingket 1 sctelal, Lerkonsultasi dengan Menteri dapat wene-
tupkun baku muetuw limbah cajr lebili ket dari baku muty

limbah eair sebagaimuna dimaksud dalam ayut (1),
Pasml (@

Baku mutu air, deya tumpung hehan pencemaran dan baku nuty

Hmbah cair ditinjau sccara Licrlaa sekurang-kurangriyn  soekaii

dalatn lina tabun,
Fosal 19

(1) Setiap oranp atau hadan yangr mewbuang limbuah cair venjib
menaati baku mutu timbah cnjp sehagaimann ditentukan dnlapm

1zin pembuangan lhinbah cuir yang ditetapkan baginya,

(2) Setiap orang ateu bndan Yoanr membuang limbah cuir sehugraj-

mana ditetapkan dnlum izin pembuanganpya, dilarang melulu-

kan pengenceran.

Pasal 18

Peml)unngun Hmbah  denpan kendungan bahan rndionktif ajatur
oleh Pimpinan  fcinbagrs pemerintah yuang bertanggune jnwab di

bidangy tennga atom setelnh bevkonsultnst dengran Menteri.

Pasal 10

Fembuangsn timbabh ciie ke (anah dupat dilakukan denpgan igin

Menteri berdasarknn liasil penaelition,

Pasul ¢
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Pasal 20

Penanggung jawab lkepiatan wajib membuat saluran pembuangan
limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengapmbilen

contoh dan pengukuran debit limhah cair di luar areal kepiatan,

Pasal 21

(1) Pembuangan limbah cair ke dalam air dikenakan pembuyoran

retribusi,

(2) Tata cara den junduli retribusi ditetapkon dengan Peraturan

Laerah Tinglkat I.

Donsad €2

l:alam hal Pemerintah Lacrah menyedinkan temput den alau sarana
pembuangan dan pengolahan limbah  cair, Pemcrintah Lacrah

dapat memungut retribusi,

I'enl 23

Upaya pengendalinn pencemuaran aic yang disebabkan oleh mnsuk-
nya limhah ecair atau bohan lain tidak melelui sarana yange dibunt
Khusus untuk itu doan atau yange bhuksn berupua sumber yoang ter-
tentu titik masulnya ke dolom wir pada sumber air distur eleh
Menteri stau Dimpinan lembapgs pemerintah non departenen yang

bersungkutan sctelah berkonsultasi dengan Menteri,

Pasut 24

Gubernur Kepala Doacrab Tingkot 1 menetapkan don mengumumlian
sumber air dan selurannya yeanp dinilai tercemar dan membaho-

yvakan kesclamatan umam,

AL V¥
PERIZINALN

Pasnt

)
)

Raku wiuta linbah esir yong diizinkan dibueng ke dnlown air oleh
sunlu kegiaten ditetapiuns oleh Gubernur Kepala Dacrah Tingket
I berdasarkan baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud delam
I'nunl 15,

Puant 200, ..
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dan kewajiban dalum izin Ordonansi Gangguan bagi kegiostan
yvang bersangkutuan,

(2) Apabila analisis - menpenai  dampak l'ingkungnn bari  suatu
kegiatan wmensyaratkan baku muty limbah cair yahg lebih
kelat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud Anlani
Pasal 15 maka untuk kog'mtun tersebut dxtelapl*an baku mutu
hmbah cnir a.cbug‘anrmnn rhsyﬂratkun oleh Amﬂwis I\‘ungrenm
Dampak meflr.unmm '

_ AR Vi
I“ENGAH!\EAN I‘AN PE NJ\NIAUAN

l‘n'...al 29

"‘_rl'}'Setiap_ ora:_xg_ yang -m_ehg‘__etn_uu_i_,_ala_u_ menduga terjadinya pen-
' ‘cemaran air, berhak melaporkan kepada :

a. Gubernur Kepaln Dacral Tingkat .1 atau aparat Pemerintal:
Dacrah terdekaot, i_:ln_u_-.' '

" b. Kepala Kepolisisn Ruesort atau sparat Kepolisinn terdekat,

.(2). Aparat l’etﬁcn'ilit‘:'a}; Dacrnh terdekal yang menerims - luporan
o tentang ter]udmyﬂ penocmumu air. wujzb scgcra mencxuskan

kepnda (nubernun hopnla Dnemh 'Imgknt I. yang ber-;.mgl\ut—
lll'l. .

(3) Aparat Kcepolisian | terdekat - yang  nienerima taporan - tentang

.' tor]adlnyn pencemaran nir wuph segera. melaporkan kepada
_ .l-.epnla l\cpollsmn luworl yang. burenngkumn untuk kepe: luan
o penyidikan..

4) CGubernur l\epﬂlu Lueruh Tmblrnt I segeru melakukan peneli-

--tmn lonlnngr lnpm nen lmjmlm\rn pancmmnn mr. '

(o ’._'-Apubllu hasil. pvnolnmn 'at-lmpulluulm dimuksud (lulum uyut {4)
'"__'.'_-'..'_membuktllcan ter}nriinva peneomuran air. (‘ubernur ‘Kepala
"-_-':--”--I)ueruh 'lmpkm qegrmn mulakukun ulnu memcrmmhknn

;----_dllnkulmnnyu tllltill]ialll pr‘mm[*p;ulungnn duu aluu pmu.cg‘llhnn

. :_melunsnya pencemnrany

Ppsat 4o
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Pasnl 30

Pengawasan  kualitas  air  dilakukan  oleh  Gubernur licpala
Loerah Tinpgkat 1, '

Dalam melaksanakayn tugas pengewnsan sebagoimana dimoksud
dalam ayat (1) Gubernur Kepala Dacrah Tingkat 1 dapat
menunjuk sebuah instansi di daerah,

-Tu'gns . pengawasan sebagainnina  dimaksud - dolam ayat (1)

~meliputi

A. pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah eair pada tem-
pat yeng ditentukan;

‘b. pemantsuan dan evaluasi perubshan kualitas air;

~¢. pengumpulan dan nvnlunc;i data yang berhuhungan dengon

pencemaran’ tiv;

Fl

A evaluasi lnpm'un Stenliigy |n lliinllllll["!ul limbal o enie dan

unallsmwn yany. d:lul‘ukan olch ponduggung]uwuh knpmt»
'un. ' '

-l’clnkqanann ponpnuuqan tlilnl'ukan qeuua bmknlu dan wwuk—

- tu- waktu apabilny (hpamlanp‘ pmlu.

Apabila hasil pt,ngummun mcnunjukkun tmjudmyn pencemnaran

air, (-ubcinu: lupuln ]Jnunh 'lm[flmt I meme untuh]um {llln-

f‘l.ukannya pcnunbguhmgun dun_._-utnu peneegahan - _mcluu.a.nyu

_ pcncemurnn. _

(6

_:,__Gubernur-' Kepala _Dn__era_h._'fl_‘i_;ii!;l_cjﬁt i____-he_lapo_r_kan hasil peng-

. awasan kualitas aj¥ kepadn ‘Menteri dan Ménteri lain yang

{1y

A 1).-..

“sobagaimana dimaksud  dalam Pasal 30 ayat (2) berwennng

. tcrkdit.-_

Gubernur Kepala Nacrsh _’l'i:_l'j_':knl 1 mcnd_tnplum tata Inksnna

pengawasun di dacrah

Pasal 31

LDalum rargka meliksanakan tugasnyve, petugns dari instansi

i, memasuki lingRnngan sumber pencemarsn;

b, memeriksa L.,
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L. memeriksa bekerjonya peralaton  pengolahan limbah  dan

ateu peralaten  lwin  yang - diperlukan untuk mencegah
penccmsran lingkunpgan; - ' |

c. mengambii contoh limbah; .

d. meminta  Reterangan  yong diperluka'n untuk mengetahui
- kuelitas. dan kuantitas - hmlmh yang dibuang, tcrmasuk
proses pengolalmmw -

a. mcng‘lzmknn pulugus scb‘:gmmnna dimuksud dnlnm n; at (1)

‘untuk memusuki lmlrl\ungun ‘kerjonya dan mcmbnnlu ‘tor-

o luksnnnlwn tugrms pvtm ni- tm«.olmt

b, membemkan-'--km(-rungun __dcngzm- ‘benar, -baik -sécara . lisun

(1)

~maupun 'tertulifa._' apabilu'l'iul' itu diminta,

- Pasal U2

-Setiap penanggungju_;\-ub'.k'c[cin'tun wajib menyampaikan kepada

' Gubernur Kepala Duerah’ Tingknat 1.

a. laporan tehthnﬁ i}umﬁq:_il'ig‘nn limbah eait dan - hasil_' anli-

sisnya sekurang-kuranghy: sckali ‘dalam 6 (enam) Lulan,

Cb.pernyataan bohwa faporan . yang telah disampnikan adnlah

bcnm-' : nu-\..nlull Iill:!ji_tliﬁl_' :l'in'il]_nh i ylmg':"- suhonm'n}'ﬁ
dxbunng ' ' '

-Ii'tl{mmn -tlnn 'iuln '(-m‘u |u-1n]m|nn (hltlnpknn oleli’ Gubernur

l(opnln I‘umuh 'lmpkut i ntou ___,m.iuu_s.s yang ditunjuk untuk

Ly,

_ I‘nr-ml KA

.._f\p:_lhill_\_ pvmhuum;un liml'mh'-'i_-ni:"_- moelanggar kefentunn baku

_lnutu__limbnh cair \nng telnh ditetapkan dalam  Pasal 15,

___G'uberriu'r I(epnln baeruh Titgkot l--""mengeluarkan surat

-..jpermgrntnn Loparln ponungrung}nwab Kegriatan untuk meme-

 huhi. pelqym‘ntnn hnku mutu hmbnh cmr dalam’ mtklu yang

d1totnpknn

€M) Apnbiln
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-.(2) Apabila  puda akhir wakiu yang ditetapken sebagaimuna
dimaksud dalam ayat (1), “pembuangan  limbah  cair bLelum
mencapal persyaratun - beku  mutu  limbah maka Gubernup

Kepala Daerah Tingkat 1 mencabut jzin pembuangan limbah
cair,

Pasu) 34
‘:—‘.lv (1) Menteri menunjuk  luboratorivam tingkat pusat dolam rengka
o ' .pengendalian: pencowmnran nir, ' '
_(2) Gubernur Kepala I‘m.rah"lmghnt I menunjuk laboratorium- di

“.dacrsh untuk m.lukul-:un anul}sns kualitas air dun kualitas

hmbuh cair dalam rangia pu.puwmnn dgn ponmntuunn pcmc—
) ;.':mnran air.

O BAR Vi
PENMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan™ inventarisasi ' kualites dan Kkuantitas air schs-
. gaimana dimaksud dalum Pusal 2 dibch_ﬁnlcnn pada angriraran

daerul yung bersangkutas,

~7€2). Pembiayaan . pengawasan ‘pencemaran - air - dibebankan pada
. - .angparan dacrah - ninsing=oinsiig, - '
Pusal - JG

{1 -.Lhuyn pcm.ul.,ulum, ;wmmgn‘uhm[un"'-'t’]n-h”"p(’:tiau!ilinn pencemne-

--_‘m\ i ulubnl hlmlu ke [ mtun mlulmnlum lupudu pm\mamrunp’-

']nwab ltegmtnn yang horfsun{rlmlm:.

o "('-i!_) "A__p_nl_aiiu pcl_;u'nggimﬁjnwnh. : luep;iu_lmi Clulai "ti'ml"nIKSnnhlé iy 'Ipe_-

. __\nangg‘ulangun' pcnoémm'dn' air sébaguimnna dimaksud dalam
© ayat (1) atau melaksanakan tldak scbagaimana mestinya, maka

.. Gubernur Kepala Daernh Tingkat 1 dapat m_elakuka_n gtau

S ST memormtahkn_n untuk melakukun penanggulingan pencemaran
) | - - _ nir-u\rs{:l;.ut. atas belhan pt'mhau)unn pe mmrpun[z}nwnh e pml-

o un 31111p Liep wnwlmnm

- : SRR B (3) Apebila L.
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(3) Apabila dipandang puorlu Buputi/Walikotamadya Kepala Dacrah
Tingkat I1I atss nruwa Gubernur FKepala Dsersh Tingkut 1
dapat mengambil tindakan sehagoaimana dimaksud dalum ayvat

(2) utas beban peubiaysan penanggungjawab kegialan yang
bersangkutan, '

BAD v
S AN K §.1

Pasul At

(1) Larang siapn mclanggar: ketentuan dalom Pasnl 17, Pasal 19,

_l"u'ml 20, Pusal 32 1‘u‘ulurun i‘omormtah ini dlkennknn tin-

'.__dul—'un udnnmvinml (ll(.ll I.lupull!Uuhkotmnndyn l\epulu Bacereh
'lmgkat I,

- :'(-_2)..__'1 indakan a'dministmtif sebaf.r_a_imnna'_.dimaksud_ datam. aynat (1)

11(__11'11; Cmenutup kemungkingn dikenakan tindakan ~ hukum
Iuii'my_n . ' ' .

| ~BAB. IX .

- KETENTUAN PERALIIAN

Pasal 38°

.__._-Apllbll.j unluk suatu j(.lll“s kLgl Alhn bclum ditcmuknn buku mutu

limbah u.urnva schug‘umnmu dzmuksud dulnm Pasal 15, muku baku

'. _mulu Iunbnh cair yang bul:_h dlbuang ke dalum air oleh kegistan

lerscbut ditetopkan  olch (Julwl'nuf, I(cpn!u Dncrah ' Tingkat 1

. setelal- berkonsultasi dengan Menteri;

Pasnl - 39

'-_'_Ap'nl.mi!:': pada saat divndinphonnys Peraturan Pemerintah ind telah
“ditetapkan baku mutu dimbah cair rang dibunug ke dalam air olch
“sustu kegmtan lebih ketat dlbnndmgkan dengan perhitungan

ménurut baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pa-

".'{_sal 15, maka untuk kegiatan . ter .vhut tetap beriaku baku mutu
' "_.'-'11mbala cpir yang telah ditetapkan itu,

IPusal 40 ..
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TFasul 40

Apebila pada suat diundangkannya Peraturan Pemerintah inl telah
ditetapkan baku mutw limbah cair yang dibuang ke dalom air oleh
suatu Kegiatan lebih longgar dibandingkan dengan perhitungan
menurut haku mutu limbah cair schagaimena dimaksud dalam Pesal
15, muke baku mutu linibah cair kegiatan terschut wajih disesu-
uikan dengan baku mutu limbah cair sebagaimung dimaksud de-
npan Pasal 15 dalam joupka waktu scelambat-lambatnya satu tahun

terhitung sejak diundangkonnya Peraturan Fewerintah ini,
£ 5€) B Y

Pusal 41

Lagl kegiaten yang suduh beroperasi, maka dalum waktu satu
tuhun  setelab  dikeluavlimmys Peraturan Pewmerintah ini, harus
sudah memperolch izin pembuangan limbah  ceir dari Gubernur
Kepals Daerah Tinpkat |, -

Pasul 42

{1) Apabila pada sant diundangkannys Peraturan Pemcrintah ini
penggolongan air menurut peruntulkkannya sebagaimnna  di-
maksud dalnm P'asal 7 Perstursn Pemerintah ini belum dite-
tapkun, maka pgolonpan air pada badan air terscbut dinya-
tnkan  scbagnai nir polongan BB sampal ada penetapan  lebih
lenjut olebh Gubernur Kepoln Dnereh Tingkut 1 scesuni denpgon

ketentuan IM'ssal 10 'eraturun Demerintaly ing,

(2) Air pada badan air scbageimana dimaksud dalpnm ayuat (1)

Fasul ini ditctaplens schapai golongun A, apabila

a, memenuhi kualitus wir pgolonpgnn A scbogeimana diimnlksud

dalam Pasnl 7 DPeraturan Pemcerintah ini, atau
b. berada di kawasan hutan lindung, atau
¢, herada di selkitar sumber mata gir.
Lap X
LIEVTENTUAN PLEEWTLE

'nsal 43
Feraturan Pemerintali ini mulni berlaku pada tanggal divndeng-

L,

Ao L.,




PYHE S0 1
RHLPUBLIK WD ONLC S1A

' Ao selinp ooy wmenpetinhuinys,  memesintahkan puligundangan
Peraturan Femerintah ing dengan puentiempatonnyr dalam Lembaran
Feporn epublik Todonesin,
%ﬂ Pitetnpionn b dnkorta
pocdn tapgrgenl 5 Jwng 19un
PHESIDEN RLEPURLLILD IMDONESTA
el
Dinndoangglonmy i Julurtn RO EALA T O
pata tanggul 5 Juni 1990
MLEITERI/SERKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
tid.
MOERDIONO
p LEMBARAN NUEGARA REVDBLEN INDOMESTA TAIUN 1990 NOMOR 24

@

Salinan sesuai dengan aslinyy
SEKHETAIAT KARNINETY 1Yy

Koepaln Bira Huaioun
dan Perundang-undongan

u.b,

o ecehepala Baginn Adwminisensi
;":‘-"C:} Foerupd nedabgan,
W




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

"PEMNJEL ASAN
AT ANDS
PERATURAN PEMERINTAN REPULLIK INDONESIA
NOMOR 20 'FAHUN 1990
TENTANG
PENGENDALIAN PUENCEMARAN AlR

AL UMUN

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajut hidup orang
banyak schingga perlu dilindungi agor dapal tetap bermanfaat bagi hidup dan
kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, Hal ini berarti bahwa poeman-

. fantan air untuk boerbagal kepentingan harus dilskuken secara bijuksana dengan

menmperhitungkon kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

.‘)\.
)

Agnpr nir dapat bermanfant sccara Derkoelnnjulan denpan tinglkaet mutue vong
ditnpinkan, makao pengendalinn pencemonrenn air menjondd sangat peating, Pengren -

daliun peticemaran air moervupakun soaleh satu sepd poengeloloan lingkunguan hidup,

1. Pencammaran air selalu berarti lurunnya kualitus air sampai ke tingkat ter-
tentu  yang wmenycbhabkan air tidak dapot berfungsi lagi sesuni denpan
poruntukaunya. Ual ini berarti hohwas perlu ditetspkan baku wmulu sy yong
berfungsi sebagai tolok ukur untuk mencntukan telah terjadinya penccniar-
nn, dap cperuntukkan air ite sendiri, Dalam pengertian pencemnran aiy,

baku mutu air nken selalu terknit denpan peruntukkan aie. Deku molu ajr

vl di satu pihak merupakan suatu tingkat wmutu air yang dikechendaki bagi
suatu peruntukan, dan di lain pihak merupnkan arabon den pedoman hhgi
. pengendalian pencemaran air,

Dengan ditctopksnnya baku mutu air untuk sclisp peruntulien doan mempoer-
hatikan kondisi nirnya akan dupat dihitung beraps beban zat pencemur yang
dapatl ditengpange: adanyn olel nir penerime sehinggn air dapat tetup ber-
fungs-i sesuni dengan poruntukannyn. Deban pencemaran ini merupakan daya

tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan perun-
tukannya.

2, Umlungﬂmdung Nomor 4 Tuehun 1932 temlang Ketentuan-ketentuan  Pokek
Pengelolaan Lingkungan Oidup menetapkan hohwa perlindungan lingkungan
hidup dilakukan beprdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengsn
peraturan perundang-undangan, Haku wmutu lingkungen ini dapat berbeda
untuk sctiap lingkungan, wilnyah stau waktu mengingat akan perbedsan tata
gunanyea.

Selanjutinyas
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Sclanjutnys  Undupg-undang Nomor 4 Tuhun' 1982 cnetapkan  kewsjiban
setiap orang untuk memelihara lingkungen hidup dan mencegah serta me-
nanggulangi kerusakan dan pencemarsnnya disamping hak setiap orang atas
lingkungan hidup yang baik dan schat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang  Perindustrian  menetapkun  lebih  lunjut  kewajiban-kewasjiban  bagi
perusahaan industri untuk melaksunakan upaya keseimbangan dan kelestari-
o1 sumberdaya slam serta melakukan pencegahan timbulnys kerusakan dan
w. );' pencemaran terhadap lingkungan hidup ealibat kegiatan industri yang dila-
.Rukannya.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh keginton bndustri pada suwatu tempat
dapat berupa gangguan, kerusakuan, dian bahnya terhadep Keselumaton dan
keschatun masyneakot  di o sekelilingnyve antara lnin oleh  pencemnran air,
Tercemarnya air akan dapat nmenimbullian skibat negotil terhadup derajul
keschalan anggota masyarakat. Undang-undang Nontor 9 Tahun 1960 tentang
Fokok-pokok Keschatan menetapkan hak sctinp warga hegara untuk memper-
oleh derajnt keschotan yang setinggi-tingpinya, Hal ini berarti pula buhawa

lingkungan hidup harus memenuhi syarst keschatan. Peraturon PPemerintah
ini dimaksudkan untuk melaksanokan tujusn yeng tereantum dalam  perun-
dang-undangan tersebut. Di samping ilu, Peraturan Pemerintah ini berksit-

w an sangat erat pula dengan pelaksanazan Peraturan Pemerintah Momor 29
Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

3. Pengeudalian pencemaran air merupakan Kegiotun yang mencakup

a. inventurisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem
wilayah tata pengairan;

b, penetapan golongan nir menutut peruntultennyn, Laku mutu air dan baku
beban pencenntran untuk golongan iy terscebhut, serta baku mutu limbah

coir untuk setiap jenis kegiatan;

¢, penclapan sty limbal caiv youg boleh dibusng oleh sctinp kegintan ko

dulam air pado sumber air, Jduan ponboerian izin pembuangannya;

d, pemantauan perubshan kualitas air pada suwmber wsir dan mengevealuasi

hasilnyn;

e, pengawasan tcrhadap penatasn persturan pengendalian pencemaran alr,

termasuk penatasn mutu limbab cair, seria pencegukan hukumnya.

B. PASAL ...
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', PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasial ini dimaksudkan agar terdapat kescera-
gaman penpgertisn ntas Peraturan Pemerintalt ini dan peraturan pelaksana-
annya lebih lanjut,

1. Rumusan ini diturunkun dart peagertion wir sebagaimana  diruwimuskan
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengaivan, Dalmn Peraturmi 'emerintuh  ipi pengertinn "uwi?”  dibstasi
pada wir yang terdapat di afas pcrlizukuun tanah, 'al ini didasurkan
pada pertimbangan bahwa pendchkatan pengendalian pencemaran air ynng
terdapat di otas permukaan tansh adalah berbedn dengan pengendalian
pencemaran air yang (erdapat «hi buwah permukanan tanah dan wsir laut,

2. Rumusan ini diturunken duri pengertiah pencenaran lingkungan sebagai-
mana dirumuskan dalum I'asal ] angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tuhun

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penpgelotian Lingkungan Tiidup,,

3. Cukup jelas.

4. Rumusan ini diturunkan dari pengertinn boaku mutu lglungan sehagai-

mana dirumuskan dalam pasal | anpla 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun

1982 tentung Ketentuan-ketentuun Pokok Pengelolaan Lingkungan Ilidup,

Yang dimoksud dengan ditenggrunp ndintya® dalam rumusan pengortion
ini adalaly butas atau kodar parumeter pencetran doalam air sccara nlumi

dan dinilai berdasarkan ilmu  pengelahuan  masih  dapat difungsikun
sesuai dengan peruntukannya,

Baku mutu air merupakan dasar bagi perlindungan air dan sebagni
kriteria pencemaran air sebapainnna dimalksud dalam Pesal 15 dan penje-
lasan Pasal 15 Undeng-undeng Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kententuuan-

ketentunn Pokok Pengelolpnn Linpgkunmgan Hidup,

[ 4
L3

Beban pencemaran dinyatokun dulen satuan, jumlsh parancter penetmnr-
un, biasunyn scbagai sutuan berat, atav vntuk aliran air atou lmbah

dinyatakan dalam satuan jumlah parameter pencemaran per satuan wuok-
tu.,

Ileban pencemaran dopat ditentuken dengan mengukur kadar parameter

puencetaran L
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pencemaran dan volume alou debit aliran wir atou limbah yang bersang-
kutan. Nilai beban pencemaran tersebut dihitung dengan  perkalian
antara kadar dan volume waluu debit wliran sctelah satuan volumenya
disesuaikan.

Contoh perhitungan

Dari penpukuran didapat kensentrasi pacatan tersuspensi  adatalh 1

45 mg/liter dan debit aliran limbah schoesar 1o meter kubik/menit,
. ' Debit aliran limbah  selelab penyesuaion satuan volume sdalab ;0 10 x
1000 liter/menit (kerena 1 m?® = 1060 liter)

hiaka beban pencemarsn padatun tcersuspensi dari limbah tersebut ada-
Inh :

I}

10 x 1000 (liter/mcnit) x 1 (mp/liter)
10.000 mg/menit.

. 6. Daya tampung bebuan pencemuran ditentukan dengan teknik dan metoda
' tertentu berdasarlaan datn kondisi loualites dnn kuanditas nir serta beku

mutu gir pada sualu sumber abr tertentu,

Daya tampung beban pencemarsn dapal digunhukan sebagai dnsar pertim-
. LBungan  doalam  perizinan peambuangan lmbah-limbah  cair ke sumber air
vang bersangkutan;  jika bebun pencemwaran  dari limbah-limbah yung
. dibuang melebihi daya tampungy beban pencemaran air pada sumber aiy
terscbut maka besar  kemunghinannys  sir tersebut  akan  mengelami

pencemearan,
7. Yang dimaksud dengan "ditenggeng adanya' dalam rumusan pengertian
ini adalah secara administratif dan berdasarkan perhitungan rasional.

8. Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dimoksud dengon instonsi teknis dadam posal ini adoluh yang ditetnp-
kan berdasarkun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Inventarisasi kuulitas dan  kuantitas air Jdiperiukan  untuk  mengetnhui
kondisi air den kecenderungan berububnys psda sumber air dalam rangka

pengoluban kualitas air dan pengendalinn pencemaran air,

Yang ...
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Yang dimaksud dengan kualitas usiy adalub sifot air dan kandungan malkhbluk
hidup, zat, atau energi, ntau komponen lain dalam air. Kualitas air dinya-
tukan sebagal parameter kusiitas air, misalnys pll, warna, temperatur,
hantaran listik, konseniransi =zat kimin, konsentrasi bakteri, dan scba-

gainya.

Yang dimaksud dengan kuantitas air adulah jumiali stau debit uliran alr

puda sumber uir,

. Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ry

Avat (2)
Yang dimaksud dengan sumber oir dalam ayat ini adalahy sama dengan
pengertion sumber  air  sebagninnna  dimaksud  dalam Undang-un«dang
Nomor 11 Fahun 1974 tentang Pengnivan, yang dopstl berup antars lais

sungai, danau, dan rawa,

Pusat 4

Avat (1)
Cukup jelas

@ Ayat (2)

Laporan yang disampaikean merupaken hasil pengolahan data yang diln-
kukan olch instansi teknis yang isi laporan meliputi  analisis data,
kondisi dan kecenderungan kualitss dan Kuantites air, sumber-sumber

pencemaran, kesimpulan dan saran.,

Pagid D
Ayat (1)
Yang dimnhsud dengan identilikesi  sumber-sumber  pencemuarnn  adeinh
untuk mengetuhui kegintan-kegialan yung berpotensi mencemarkan air
serta kemungkinan jenis duan besarun pencemarannya.
Aynt (2)

Tinduk lenjut pengendalisn bortujuan o agar pembuangan  labah dari

sumber-sumber pencemaran termnsuk moemenubi kebutuwhan baku mutu

limbuhnyu ...
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limbahnya schingga air penerima limbuh yang bersangkutan memenuhi
baku mutu air yang diinginkan,

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayoet . (2)

Yang dimaksud dengan  perluasan  pemenfoaatan  golongan  wir odalah
pemanfnatan air di luey dari pengpolongen air seperti yang ditetaphkan
pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintoh ini,

Pusal 8

Aynt (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Rujukan kepada ilmu pengetahuan diperlukan bila diduga ada paramoetler
yang tidak atau belum tercokup danlam baku mutu air.

Pasal 9

Penetapun miclode unalisis  dimnhsudlkan untule menggunakan rujukan yong
snma  dalam  pengukuran dan  penileion parameter pencemnran dalom haku

mutu air dan Laku mutu limbah coeir termaksud,

Pnsal 10

Ayat (1)
Karena peruntukan air dan buku mutu air menyangkut Kepentingan
umuni maka untuk setiop air pada sumber oir perlu ditetapkun poerun-

tukan dan golongannya oleh Guhernur Kepala Daerah Tiugkat 1.

Dol ...
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Dalam hal Kkomndisi mutu air tidak memenuhi kriterin mutu untuk perun-

tukan yang seharusnya, tidak boleh kemudian golonpannya ditelapkan
sesuai dengan kondisi mutu terscbut, yung diperlukan adalah progrum
agur kondisi mutu air tlerscbut dupat memenuhi kriteris mutu untuic
peruntukkan yang seharusnya,

Ayat (2)

. Cukup jelas
Ayat {3)
. Yimg dimaksud dalam ayat ini adalali wewenang sustu badan pengelola

seperti olorita dan sebaguinyu,
Pasnl 11

Program peningkatan tersebut bertujusn agar kualitas air tersebut menco-

pai tingkat sesuai dengan pengpolongan peruntukannys dalum jangks walitu
tertentu atau bahkan menaikkan swupai kualitus yang lebih baik lagi.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan peningkatan pengpolongan peruntukannya adalah
ogar air yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai golongan air dengan
tingkat kualitas air yang lebih baik.

. Pasal 1 3

Aynl (1)

Cukup jelus

Aynl (2)
IYalnm hal sumber air menjndi hatus propinsi atow mengalir melalui dua
atau lebih propinsi, para Gubernur yang bersangkutun periu berkonsul-
tasi terlebih dahulu dengan Menteri sebelum menetapkan pengendalian

pencemaratnya agar dapet dicapni keterpadunnnya/pengendalinn pence-

waran terhadap sumber aoir terscbut,

Pasal 14

Caya tampung beban pencemaran  digunakan  scbagai salah  satu  dasar

pertimbangen dalam perizinan pembuwvipan linbah cair ke sumber air,

Informaei
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Informasi lentang dayn tanipung  beban peneammaran ini bersilod
untuk diketahui oleh setiap orang,

{erbuka

Pasal 15

Ayat (1)

Baku mutu limbah cair ditetapkan untuk setinp jonis keg’iatan,"misulnya

Laku mutu libah cair untuk industri pupuk, tapioka, ‘kelapa cawil dan
sebagainya. Baku mutu limbah cair tersebut dilengkapi dengan pedoman

pencrapannya,

® o

fs}?ﬂt (2)

Nengingul kondisi nir poda sumber nir dan tingkat teknologi pengolahan
Hmbah  ditiap  dacrah dapat bevboedn, maka  Guberpup dn.lnm rungrlen
pengendalinn pencemaran pir dupat menctopkan hnl_{u_ mutlu Hmbah cmr
yang lebih ketat bagi daerahnya,

Pasal 16 _

Laku mutu air dipengaruli oleh perkembangan kKeadasn, Baku mutu limbah

coir yang antara lain didusarkan puada lingkat kemampuan teknologi vang

dapat berubsh dengan perkembangan  waktu, Sedangken daya tuipung

— : :
-t beban pencemaran dipenguruli oleh bsku mutu air. yang ditetapken dan
. kondisi air pada sumber uiv yang bersanpgkutan, Karena itu, baku muty

nir, daya tampung beban pencemaran, dun baku mutu limbah cair perlu
ditinjou scearan berkaly, dangks wubidu litna fahun d_ipujulunp,‘ sebogni woktu

yuang laynk untuk melukukan peninjousn kembuali tersebut,

Pasnl 17

Ayat (1)
Baku mutu limbah cair membatnsi kadaor dan beban pencemaran yang
~dibuang ke air pada sumiber air, _ _
LBalku mutu limbah cair tersebut berlaku untuk pembuunf;nn limbah cair
ke dalam air dan ke air laut,

Ayat (2) _ |
Pengenceran limbah cair tidak mengurangi bebsn  pencemaran, tetupi

hanya memperbesar volume limbah cair sehingpas mengecilkan kadarnya,

Pengencerun
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Pengencersn disini termasuk mencampurksn buangan sir bekas pendingin
ke dalam aliran pembuangran limbah cair,

Pasul 18

Cukup jelas

Pasal 1%

Pembuangan limbah cair ke tansh dapat menimbulkan pencemaran tanal dan
pencemaran air. tanah, Namun dengan teknologi tervtentu limbah cair dapat
diolah dengun cara mcnempstken limbah  cair di tanah, sebsgul contoh
adateh anturs lain yang dikenst dengan eara "spray irrigsation", tetapi

untuk penerapannya perlu penelition agnre tidolt mepimbulkan pencemarin
dan kerusokan lingkungan,

I'usal -~ 20

Tempat pengambilan contob harus dilengkapi dengan fasilitns-fasilitns yang
memudahkan  pihak-pihak  yang Lerkepentingen untuk pengumbilun contoh

dari saluran limbah dan penpukuran debit limbuahnya,
Fasilitas yang dimaksud misalnyua tersedinnya sarana jalan, sarsna bak

kontrol, kerangan bagi aliran limbuh bertekanan dan scbagainya.

Pasal 21

Ayat (1)
- Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasad 22

I'ungutun  retribusi oleh  Pemerintalt Dacrah hanys  dikenakon terhiadnp
pomakal - sarnna peasgolaban libah caiv yang discdinkan  oleh Poemerintab
Laerah., Adapun besarnys pemungutan relribusi ditentukan sesuat dengan

ketentuan yang berlaku.

Pembuangan atau pengolahan limbah, dapat dilekukan oleh Pemerintah

Laerah sendiri atau dapal diserabkan kepada pihak swasta.

Pasal 2% ...
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Pasal 23

Yung dimaksud dulam pagal ini dengan  pencemaran  sir oleh musuknya

limbah cair atan bahan lnin tidak nelalul sarena yang dibuat khusus untuk
itu adalah misalnya pencemaran air yang diakibatkan oleh musuknya bLahan
pencemar ke dalam air karera misalnya terbawa oleh air hujan, erosi, atau
penggerusan; contohnya adalah wasuliaya fisa bahan pestisida dan pupuk
2 dari lghan pertanian ke dalam air.

. Pasnl 24

Yang dimaksud dengan sumber air yueng membahayakan Keselumatan umum

adalah antara lain air yang mengandung misalnva behan kimia yang boerba-
hayo dan beracun seperti logem boracun,

Pengumuman ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan sumber air

tersebut  yung dapat membahayukusp  Ileselamatan, termasuk kesehatan,

pinggunaannya sementars upays pengendalian dilakukan,
Pasal 25

Cukup jelas

‘9"‘ Pasal .26
Ayat (1)
. ~ Cukup jclus
Ayat (2)

Izin ordonansi gangguan yang diberikan harus mengacu kepada izin
pembuangan limbah eair yang dikeluavizan oleh Gubernur Kepala Dacreh
Tingkat I,

Ayut (3)

Yang dimaksud dengan keadonn darurst adoiah kesadsan dimana terjadi
kesaluhan dalam proses operasi schinggn menimbulkan beban penceniman
yang jauh lebih besar dari keadoan normal,

Untuk itu penanggung jawab kepintan harus menvediakan sarana dan
menyusun prosedur untuk keasdaan tersebut, misalnya sarana penam-

pungnan sementorn mboh esir yoang dihasilkan pada keadaan darurat

terschuat
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tersebut untuk selanjutnys diolah sehinggua limbah cair yang dibusang

tetup memenuhi baku mutu lmbeh sebagaimana ditentukan dalam izinnya.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jclas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat diketahui tingkat

mutu limbnh eair suatu kegiatan yang bila dibuang tidak menceniarkan
ir peneriianyn,

Bisa terjadi dari hasil studi tersebut dicapeikan bahwa kegiatan terse-
but mampu mencopai tingkat muly limbah cair yong lebih baik dari baku

mutu  yang lebih ketat doarlk peraturan Laku muiu limbah
ditetapkan,

cnit yong

Pasnl &£
Ayat (1)

Ketentuon ayat ini dimeksudkan untuk memberikan. kejelesan  bahwa

‘setiap orang dapat melaporkan tentang tox'jndin’ya pencemaran lingkung-
an, dan mengetahui tatn laksananya.

Ayat (2)
Cukup jelos
Ayat (3)
Tugas pcjabat kepolisian sehapai  pejabat  penyidik  untuk melakukon

penyelidikan tentang odenyns unsut pidana dalam kuasus pencemaran #ir
yang dilnporkan padanya.

Ayut (1)
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (§)
Bentuk tindakan terscbut antara lain dengan menghentikan masuknya

limbah ceir ke tempat tersebut dari sumbernya dan atau melokalisir

pencemaran,
Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Jika pada suat Peraturan 'ecmerintah ini ditctopkan belum ada instansi
feknis di daerah yang khusus bertugas untuk itu, Gubernur Kepale

Daeralh Tingkat I dapet menunjuk instansi tain di Dacrahi.
Ayst (3)
Cukup jelas

Ayal (4)
Cukup jelus

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelns

Ayat (7)
Tutn laksann yonge nkan dilctaphon oleh Gubernar meliputi antores nin

tanda pengenal, surat tugas pengawassl dan sebagainya.

'asnl 31

Ayot (1)
Petugas yang memasuki arcal kegialan sumber pencemaran  bertugns
moemeriksa antara loin belerjanys peraletan penpoluhan limbah,  moenge-

ambil contolh limbal ten memeritisn sabinan penibusngan limbaeh,

Ayat ()

| ¥
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Ayat (23
Penanggung jawab kegiatan yang menghalungi atau tidak mengizinkan
petugas menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasgl 30 ayat
(2) dapat dikenskan keteniuan pidena yang antara lain diatur dualam
Pasal 216 Kiteb Undang-undang Hulium Pidana. Memasuki lingkungan
kerja harus diartikan scdenikian rupa bahwa petugas harus dapat

segera menuju Ke tempat sasaran tugasnyu.

Pasal 32

.ﬁ%

Ayat (1)
Pernyatann tentang kebenaran jpporan harus  ditandatangani oleh pe-
nanggungjawab Kegiatan dan ntosu diketahui oleh pemilik atnu penang-

~ gungjawab perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pusal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
. ‘
2 Ayat (2)
. Cukup jelas

Pasnl 34

Ayat (1)
Cukup jelos

Ayal (2)
Penunjukuan satu laboratorium oleti Gubernur dimaksudken agar terdapat
kepastion data hasil analisis Lualitas dan kunantitas liinbah,
I'asinl 35
Ayat (1}
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Poaun! 6 ...
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36

Ayeat (1)

Cukup jelas .

Ayut (2)

Cukup jelas

Ayut. (3)

Yang dimaksud dengan "dipundang perlu" adalah kesdaan yang mengha-

- é
®

Pasal 37
Ayat (1)
) Lerupa tindaknan lainnys yeng ditentulien dalam izin,
Ayut (2)
Cukup jelos
—  Pusal 38

Ll

4

ruskan diambil tindakan segera untuk mencegah meluasnya pencemarsn,

Lentuk tindakan administratif yang dimaksud dalum ayat ini antara lain

dapat berups pencabutan izin pembuangan limbah, penghentian semen-

tura kegiantun, penyecgelun scumua saluran pembusngan limbah cair atau

. Cukup jelas

Pasal

39

Cukup jelas

Pusnl

10

Culiup jelas

Pasal

11

Cukup jelas

Pasnl

42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
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Ayol (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
. TAMBAIIAN LEMBARAN NEGARA KLPUBLIR iINDONESIA HOMOR 3409.




1, DAFTAR KRITERIA KUALITAS AIR GOLONGAN A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PLMERINTAD REPUBLIK INDONIESIA

NOMOR 20

TANGCAL

TARUN 1990
5 Juni. 1990

Natrium

éjjO. PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM KETERANGAN
. FISIKA
Rau - - Tidak berhbau
2, Juminh zaot padat
terlarut (TDS) mg/L Lauy
3. kekeruhan Skala NTU 5
4. Rasa - Tidak berasa
5. Suhu °C Suhu udara
+ 3¢ C
6.  Warna Skala TCU 15
o KIMlA
. a. KIMIA
ANORGANIK
1.  Air raksa mg/L 0,001
2. Alumunium mg/ll 0,2
3. Arsen mg/lL 0,05
4. Barium mg/L 1,0
5. Besi g/ L 0,3
6. Fluorida mg/L 0,5
7. Kadmium mg /L 0,005
8. Ikesadehan
CuCO3 mg/L HUTY
9, klorida mgil 250
10, Kyromium, va-
lensi 6 mg/L 0,05
11, Mangan mg/ L 0,1
12, mg/L 200
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NO. PARAMETER SATUAN KADAR MAKSINMUM KETERANGAN
13. Nitrat, sebagui N mgfL 10
14, Nitrit, sebagai N mg/L 1,0
15, Perak mg/L 0,05
%&. pH 6,5 -~ 8,0 Merupakan batas
; minimum dan maok-
_. simum.
17. Selenium mg/L 0,01
18. Seng mg/L 5
19. Sianida mg/ L 0,1
20. Sulfat mg/L 400
21. Sulfida, sebagai
H,S mg/L 0,05
22. 1Tembaga mg/L 1,0
23. Timbal mg/L 0,05
b. KINMIA
ORGANIK
i. Aldrin den
dieldrin mg/L 0,0007
2. Benzenc mg/L 0,01
1. Benzo (a) pyrenc mg/L g, 00001
1, Chlordane
(total isomer) mg/L 0,0003
5. Chloroform mg/L 0,03
G. 2,4 - D mgfl n,1o
7. poT mg/L 0,03
8. Detergen mg/L 0,5
9, 1,2-Dichloro-
ethune mg/L 0,01
10, 1,1-Dichloro-
cthiene mg/ L ¢, 0003
11, fieptachlor dan
heplachlor epoxide mg/l 0, 0k
12. Hexnehlorobenzene mg/l 0, 00001
13.  Lindane mg/ i 0,004
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NO. PARAMETER SATUAN KALAR MAKSIMUM KETERANGAN
14. Methoxychlor mg/L 0,03
15. Pentachlorophenol mg/L 0,01
16, Pestisida total mg/L U,1
‘Ail.  2,4,6-Trichloro-
phenol mg/L 0,01
18.  7nt organik
(Kl\ln04) mg/L 10
MIKROBIOLOGIK
1. Koliform Jumlah per 0
tinja 100 ml
2, Total Jumlah per J
koliform 100 ml
RADIOAKTIVITAY
1, Aktivitas Alpha Bq/L 0,1
. (Gross Alpha ac-
livily)
2. Aklivitas Bela Bg/lL 1,0
(Gross Bets ac-
tivity)

Keterangan ;

mg = miligram
mL = mililiter
L = liter
Bq = Bequercl
NTU = Nephelometric Turbidity Unils
1TCU = True Colour Units

Logam berat merupulkan logam terlurut
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2. DAFTAR KRITERIA KUALITAS AlR GOLONGAN B

NO, PARAMETER - SATUAN RADALR MAKSIMUM KETERANGAR
FISIKA
1. Subu. °C Suhu air normal
.2. Zul padat ter-
larut mg/L 1000
KIMIA
a, KIMIA
ANORGANIK
1, Ajr raksa mg/L 0,001
2. Amoniak bebas mglh 0,5
3. Arsen mg/L 0,05
4. Barium mg/L i
5. Besi. mg/L 5
=0 Fluorida mg /), 1,5
2. Kadmium mg! L 0,01
. Klorida mg/L GU
9. Krominm, va-
lensi G mg/fL 0,05
10. Mangan mg/L 0,5
11. Nitrat, sebagai N mg/L 10
12, Nitrit, sebagai N mg/L 1
13, Oksigen terlarut
(LU mg/L * * Air permukaan
: dianjurlkan lebih
bhesar atau sama
dengan 6
14, pll - 5 -9
15, Selenium mg/L 0,01
14, sSeng m/ L H
17, Siunida mg/L 0,1
18. Sulfat mg/L 4U0
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NO., PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM KETERANGAN
19. Sulfidn,  sebagaj
IIZS mg/L 0,1
20, Tembaga mg/L 1
al e Timbal mg/L 0,1
..- L., KIMIA
ORGANIK
1.  Aldrin dan
dieldrin mg/L 0,017
2. Chiordane mg/L 0,003
3. LDT mg/L 0,042
1, Endrine mg/L 0,001
0. ‘enol mg/ L 0,002
b, Heptachlor dan _
heptachlor epoxide mg/L 0,018
(i Karbon kloroforn
cksirsk ' mg/ L 0.5
éi Lindane mg/L 0,006
.9 . Methoxyechloy mg/L 0,035
10. Minyak dan lemak mg/L nihil
11. Orpanofosfal
dan carbamale mg/L 0,1
12, PCL mg/L nilil
13. Senyawa aktif biru
metilen (surfaktan) mg/L 6,5
14. Toxaphene meg/L 0,005
ML ROBICLOGIK
1. Koliform tinju Jumbah per 2000
106 ml,
2. Total koliform Jumiah per 10000

10606 ml,
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NO,

PARAMETER SATUAN

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

RADIOAKTIVITAS

Aktivitas Alpha Bg/L
(Gross Alpha Ac-

tivity)

Aktivitas Beta Bq/L
(Gross Beta Ac-

tivity)

0,1

1,0

Keterangan :

o

mg = miligram
L = mililiter
L = liter

Lq = Bequercl

Logam berat merupaken logam terlarut
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3. DAFTAR KRITERIA KUALITAS AIR GOLONGAN C

NO. PARAMETER SATUAN KADAR BMAKSIMUM KETERANGAN
FISIKA
fl. Suhu °C Suhu air normal
- 1 3¢C
2. Zat padat
' tertarut mg/L 1000
KIMIAWI
n. KIMIA
ANORGANIK
1. Air raksa mg/L ' 0,002
2. Amonisk bebas mglL . 0,02
3. Arsen mg/L 1
4. Fluorida mg/L 1,5
H Radmium mg/L 0,01
iﬁ. IKlorin bebas mg/L 0,003
7. Kromium, valensi 6 mg/L 0,05
8. Nitrit, sebagai N mg/L ‘ 0,06
9. Oksigen terlarut
(DO) . mg/L * * Disyaratkan
lebih besar
dari J
10, pli - 6~
11, Seleniun mg/l 0,05
12. sSeng mg/L 0,02
13, Sianida mgfl 0,02
14, Sulfida, scbuogoi
1123 mg/L 0,002
15. Tembaga mg/ L 0,02
16. Timbal mg/l . 0,03
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NO. PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM KETERANGAN
b. KIMIA
ORGANIK
1. BIIC mg/L 0,21 .
. DbpT mg/L 0,002
..1. Endrine mg/L 0,004
4, Fenol - . mg/L 0,001
5. Minyak dan lemak mg/L 1
6. Orgnnofosfal dan .
carbamate mg/L 0,1
7. Senyawa aktif
biru metilen
(surfaktan) mg/L U,2
' l(AUlQAKTl\"I'l‘AS
1. Aktivitas Alpha Bg/L 0,1
(Gross Alpha Ac-
tivity)
~~2.  Aktivitas Deta Bq/L 1,0

(Gross Deta Ac-
tivity)

Keterangan :

g = miligram

mililiter
L = liter
BEq = Bequerel

Logaw berat merupakan logam terhout
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4, DAFTAR KRITERIA KUALITAS AIIl GOLONGAN D

NO. PARAMETER 'SATUAN KADAR MAKSIMUM KETERANGAN.
-~ FISIKA
1.  Daya hantar listrik umhos/em 2250 Tergantung dengen
- (25¢C). _ jenis tanaman,
ﬁ - : Kadar maksimum
.‘ e . tersebut untuk

“tanaman yang ti-.
dak pcka. -

2. Suhu °~ °C Suhu sir Sesuai dengan.
: normal kondisl setempat.
3. Zat padat terlarut mg/L _ 2000 Tergantung dengan

jenis tanaman,
Kadar maksimum
tersebut untuk
tanaman yang ti-

dak peka.
KIMIA
g. KIMIA
ANORGANIK
71.  Air raksa mg/L 0,005
.2.' Arsen _ mg/L 1
3. Doron .mg/L . 1
4, Kadmium mg/L 0,01
5, Kobalt ' mg/L 0,2
6. Kromium,valensi 6 mg/L 1
7. Mangan -~ mgl/L 2
8.  Na (garam alkali) 3 60
9, Nikel mg/L : ' 0,5
10.  pli - 5 -9
11, Seleniuns " mg/L 0,05
1z, Seng . mg/L 2 _ _
13.  Sodium Absorp- . 18 Terpantung dengan
" tion Ratio (SAR) jenis tanaman.
Kadar maksimum
tersebut untuk
tanaman yang ku-
_ _ . rang peka.
14, 'Tembdga S Cmg/L 0,2
15,  Timbal ' mg/l ' A
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HO. ".I';‘\li':\'!'\!l_-l'_’l-_'.!-:ll' o 5:\']‘[!:\_!‘:1 I l"'_ﬁ.l‘,h'f.l_. .M_A KSIRHUA KETERAHGAN

16, 'Iiu:slt_!i_l_l_nl _.c":t.l;lilllll - wml gl B I3 (R NAE Maktsbmum 1,2
Carbanat - (ItSC) o uniuk tanamnn

o ' e ' o _ : pekng '

S o _ hinksimum 2,50
C . | o . o S uniuk fnnran _
) ' L P L kurang peka,

EADIOAKTIVITAS | |

I, Aktivilng Alpha R IUYAR _ Con, b
(Givoss Alphin Ac ' o
Livily) .
2, Aktivitas lictn - Itgfl 1
. (Gross Detn Ac- '
' tivity)

Keterangan @

- = lit_lnl-c dipersyanratkon : I E _ .

Jugr = mikrogiram

‘ ' mgr

il

‘i

miligram i

mililiter
o= Jilae
Hg = Begoerel

Lo beral wmerupalcan logaon lerbrut
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dan Perundang-undangan

1,1,

RKejfiidn Bngrinn Administeasi
'.'-'-r-?-x cA ‘&{i_l_ulm  undangon,




